BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 3€ TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA BAGAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati tentang  Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27 33);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir qengan Undang-
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5, Pe%raturan Pemerintah Nomor 18 Tah n 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahqn Lembaran Negara
R?publik Indonesia Nomor 5887);

6. Pejfraturan Daerah Nomor 5 TahunJa 2016 tentang
P?‘mbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNA& ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR DINAS
LINCJTKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

BAB 1
KETENTUAN UMUM

| Pasal 1

Dalam Peraturan Bup%ati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalaﬂ Kabupaten Bungo.

Pemerintah Daerahl adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  daerah yang  memimpin pelaksanaan  urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom,

- Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi

hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang mex‘ﬁjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka

melindungi, me}ayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.

|
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Wakil Bupati adaléh Wakil Bupati Bungo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ‘

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

10.

L1,

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungoi
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;

‘ |
Sekretaris Dinas a%dalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bungo. *

Unit organisasi/ q%nit kerja adalah bagian dari Dinas terdiri dari
Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi. |



13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya Hisingkat UPTD adalah
unsur pelaksana operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. |

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secarg
profesional sesuai bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas,

BAB II

SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 2
(1) Susunan Organﬁsasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, terdiri

dari: ?
a. Kepala Dinas;j
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Keuangan, dan Aset.

C. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,
membawahkan:
1. Seksi Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan;
2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahkan:
1. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati;
dan |

1. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
2. Seksi Pengelblaan Retribusi; dan
3. Seksi Penanggulangan Sampah dan Tinja.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

(1) Kepala Dinas berkedudukan di havoat Ao .



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksdd paf,da ayat (1), Kepala

(1)

(2)

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan menetapkan kebijakan teknis dj ﬂidang pengelolaan
lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan
kewenangannya; |

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pémerintahan daerah di
bidang lingkungan hidup;

C. penyusunan rencana dan program kerja dinas;

d. pelaksanaan ‘memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan
tugas dinas;

€. pengesahan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya;

f. pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum
sesuai dengan kewenangannya;

8. pembinaan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis;
h. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan dinas;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka
pelaksanaan tugas;

J- pembinaan, bengawasan dan evaluasij terhadap pelaksanaan tugas

bawahan;

k. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuaj bidang tugas dan fungsinya.

L. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas
dan pembinaan ‘administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian,
peényusunan program serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan dan pembinaan adminsitrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;

b. pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan
dinas;

C. penyusunan program kerja dinas dan pengkoordinasiqn pelaksanaan
tugas unit organisasi di imolm o qe. T {



(1)

(2)

)
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e. penyusunan; réncana program kerja dan anggaran belanja DLHKP;

f. penyiapan peraturan perundang-undangan di idang lingkungan
hidup sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan

oleh pemerintah;

g. penyelengga%aan urusan tata usaha kar;itor, rumah tangga/
perlengkapap dan urusan kepegawaian di lingkungan DLHKP;

h. penyusunani data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan
program kerja dan penyusunan = statistik dan dokumentasi
dilingkungan DLHKP;

i. pembinaan, i péngawasan dan evaluasi terhadap ﬁ)elaksa.naan tugas
bawahan; | 3

k. pelaksanaan ‘tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, da}n sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, membawahkan:

a. Subbagian Uxhum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Prngram, Keuangan dan Aset.

Masing-masing 1Subbagian dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
| Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan administrasi ketatausahan, kearsipan, pérlengkapan dan
rumah tangga ‘serta kepegawaian dji lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup. ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Subbagian Umuqi dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengendalian urusan surat maSuk dan keluar,

kearsipan (arsiF aktif), rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian
dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja Dinas;

b. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
C. penghimpunan dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang

meliputi pengapgkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

d. pelaksanaan mengurusi  hal-ha] yang  berhubungan dengan
kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan,
taspen dan lain-lain; |
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h. penyiapan rencana kebutuhan barang dan perléngkapan kantor;

i. penyiapan bahan administrasi pengadadn, penyaluran dan
pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

j- penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan
kantor;

k. persiapan Rencana Kebutuhan Barang Un1t (RKBU) dan Rencana
Pemehharaan Barang Unit (RPBU);

1. penyiapan bahan laporan DLHKP; ‘ \

m. penyiapan admlnlstra31 pengaturan urusan rumah‘ tangga, keamanan
kantor dan hngkungan kantor;

n. menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta
perlengkapan kantor;

o. pembuatan rencana dan program kerja subbagian umum dan
kepegawalan,

p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan subbagian
umum;

bawahan

r. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan
hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya; dan

s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 7

(1) Subbagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pengelolaan pelayanan
administrasi keuangan serta pengelolaan adm1n1stra81 aset pemerintah
daerah yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

b. pengorganisasian penyusunan program dan keglatan di lingkungan
dinas;

c. penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan dinas;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;

e. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dinas;

f. penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas;

g. penyiapan bahan penyusunan rencana penggunaan aset dinas;
h. pengelolaan dan pelayanan administrasi aset dinas;

i. penyiapan bahan penyusunan program dan rencana anggaran
rutin,menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan ruv*
melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan ke~



k. penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
1. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutinﬁé

m. penyelenggaraan administrasj pembukuan keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaky : |

n. persiapan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan
keuangan rutin sesuaj dengan ketentuan yang berlaku;

0. pemeliharaan dan menyimpan bukti dan dokumen} keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; i

5 (iima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
S. penyiapan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atay
tidak dipergunakan lagi;
pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan langsung yang terkait
dengan tugas pengelolaan barang;
- penyimpanan, memeliharg dan mengelola barang kebutuhan dinas;
- pelaksanaan pendistribusian kebutuhan rumah tangga kantor;
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secara berkala;

y. pelaksanaan administrasi, inventarisasi dan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan aset/ barang milik daerah:

Z. pembuatan berita acara penyerahan barang milik daerah;

aa. pelaksanaan benggandaan berkas/laporan;

fungsinya; dan
dd.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Pasal 8

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawath Ada

L R



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,

menyelenggarakan fungsi:

a.pengawasan dan pengendalian  pencemaran dan kerusakan

lingkungan; |

b. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi analisis dampak lingkungan

C.

penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

d. pengoordinasian peréncanaan teknis di bidang pengendalian

€.

pencemaran dan kerusakan lingkungan; |

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadaip pencemaran air,
udara dan tanah;

- pemberian rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap izin

lingkungan;

-penyiapan perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen

lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);

pelaksanaan | koordinasi dalam penilaian dokumen lingkungan
(AMDAL, UKL/UPL);

- pemberian rekomendasi izin pengolahan limbah B3 yang meliputi izin

pengumpul, penyimpanan Sementara limbah B3 pada usaha dan /atau
kegiatan yang menghasilkan limbah B3 skala kabupaten;

- pemberian rekomendasi izin pembuangan air limbah ke air atau

sumber air;

pemberian rekomendasi izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk
aplikasi pada tanah;

-pelaksanaan | koordinasi tentang proses pengeluaran perizinan
lingkungan;

- pelaksanaan koordinasi tentang pemanfaatan ruang dengan instansi
terkait;

- pemberian rekomendasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan

lingkungan lainnya;

- pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

bawahan;

. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa

kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peratu}an perundang-

undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 9

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam melaksanakan tiioac dan

ﬁ 1IMNOST et e oo 17



(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
scorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan. ‘

\
Pasal 10

(1) Seksi  Pengendalian Pencemaran dan  Kerusakan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan dalam mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian
dampak lingkungan serta penyuluhan pemulihan kualitas lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
menyelenggarakan fungsi:

a. pengawasan dan pengendalian peéncemaran dan kerusakan
lingkungan;

b. pelaksanaan pemantauan terhadap pengendalian dan kerusakan
lingkungan hidup

C.penyusunan rencana kerja subbidang pengendalian pencemaran
lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan rencana

d. pelaksanaan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;

€. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

f. pelaksanaan pendataan sumber-sumber pencemaran lingkungan
hidup;

g- pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan hidup;

h.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air,
udara dan tanah;

i. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau
kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dokumen lingkungan dalam wilayah kabupaten:;

J- penyiapan bahan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan
hidup dan melaksanakan pengendalian dampak lingkungan.

k. pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran

lingkungan hidup;

l. penganalisaan dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan
hidup; ' | '
m.pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan baku mutu

lingkungan.

- bemberian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi
izin pembuanoan air lrhel 1o . - N h
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p.penyiapan bahan sosialisasi dj bidang pengendalian pencemaran
lingkungan hidup;

4. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

I. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

S. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 11

(1) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan sebagaimana ‘dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pengendalian  Pencemaran dan Kerusakan Lin; kungan dalam
melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, m >ngkoordinasikan,
membina dan mengendalikan kegiatan pengkajian dampak lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengkajian Dampak Lingkungan menyelenggrakan fungsi:

lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan staridar, norma, dan
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah serta penerbitan
rekomendasi persetujuan/penolakan terhadap izin lingkungan;

d. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan program kerja seksi
pengkajian dampak lingkﬁngan; |

e. pelaksanaan pengkajian bahan koordinasj di bidang pengkajian
dampak lingkungan; |

f. pengkajian bahan bPerumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian
dampak lingkungan; ‘

8. pengkajian pedoman  pemberian dukungan ‘Penyelengaraan
pemerintahan di bidang pengkajian dampak lingkungan;

h. melaksanakan penilaian dokumen lingkungan hidup bagi jenis usaha
dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting/tidak penting
terhadap lingkungan hidup skala kabupaten, sesuai dengan standar
norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;

i. pelaksanaan verifikasi kelengkapan dokumen lingkungan hidup.

j. pelaksanaan monitoring terhadap jenis usaha atau kegiatan yang
belum memiliki perizinan dibidang lingkungan hidup;

k. pelaksanaan proses rekomendasi teknis penerhitan kelayakan
L. penyiapan perumusan behiaboe a1



n. pelaksana
penerapan SN €8
lingkungan hidup;

o. pelaksanaan pengkajian D€

sistem manajemen I
teknologi berwawasan lingkungan yang mec

konsumsi yang berkelanjutan untuk setiap usaha ¢
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dan pengawasan

ahan pemibing®? idang pengelolasn

an pengkajian b mpetensi personﬂt

SNI dan standar ko

mbinaan dan pengawasan penerapan

i ih, dan
i . ekolabel, produksi bersi,
s ndukung pola produksi dan

dan/atau kegiatan;

p. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan kerjasama di bidang

amdal dan teknologi lingkungan;

q. pengkoordinasian tentang proses pengeluaran perizinan lingkungan;

r. pelaksanaan koordinasi tentang pemanfaatan ruang dengan instansi

terkait;

s. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang AMDAL dan

t.

u.

teknologi lingkungan;

pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan penyusunan
rencana kerja operasional pengelolaan pengendalian Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (LB3).

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Scksi
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan
fungsi:

a.
b.

penyiapan bahan operasional pengelolaan pengendalian limbah B3;

pelaksanaan pengawasan kegiatan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun;

- penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pengelolaan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun;

. pelaksanaan pengawasan penanggung jawab usaha dalam pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun;

- pelaksanaan inventarisi terhadap kegiatan yang menghasilkan limbah

bahan berbahaya dan beracun;

. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

. pelaksanaan proses izin penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) pada skala kabupatcn;

pelaksanaan proses izin pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) pada skala kabupaten kecuali minvak bpelhimas/al;

L e
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h. pelaksanaan pengawasan sistem tanggap darurat;

i. pelaksanaan proses rekomendasi teknis lokasi pengolahan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan izin penyimpanan sementara
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di industri atau suatu
kegiatan usaha skala kabupaten;

j- pelaksanaan | proses rekomendasi teknis pengumpulan dan
penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dan izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) di industri atau suatu kegiatan usaha skala kabupaten;

k. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran
limbah bahan berbahaya dan beracun; |

1. pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan secara perodik;

m.pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; dan ~

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 13

(1) Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan
kegiatan konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan sumber
daya air, kebakaran hutan, reklamasi dan pemulihan kualitas
lingkungan serta penaatan hukum lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Konservasi dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi
sumber daya alam dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman
hayati skala daerah;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penctapan kriteria teknis baku
kerusakan lingkungan hidup skala daerah yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan/atau lahan; 3

C. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

d. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala
daerah, serta penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;

e. pelaksanaan pengelolaan kualitas air skala daerah;
f. penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air ‘skala daerah;
g. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
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i. pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala
daerah;

J- penyiapan bahan penetapan kriteria daerah baku kerusakan lahan
dan/atau tanah daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan
hutan, tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;

k. penetapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan;

1. pengkoordinasian perencanaan konservasi keanekaragaman hayati

skala daerah;

m. penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi
dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala daerah;

n. penyiapan bahan penetapan dan pengendalian kemerosotan
keanekaragaman hayati skala daerah;

0. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi
keanekaragaman hayati skala daerah;

p. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala
daerah dan kasus-kasus dibidang lingkungan hidup;

q. pelaksanaan pengembangan manajemen sistem informasi dan
pengelolaan database keanekaragaman hayati skala daerah;

I. penyiapan rumusan kebijakan konservasi sumber daya air, daerah
tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air;

- pelaksanaan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan
pengendalian kerusakan sumber-sumber air

t. pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim;
u. pengkoordinasian pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lahan;
v. pengkoordinasian pelaksanaan adipura dan kota sehat;

7]

w. pelaksanaan pengembangan manajemen system informasi dalam
penilaian sekolah adiwiyata; |

X. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap peiaksanaan tugas
bawahan;

y. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 14

(1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memba‘&ahkan:

a. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan; |

b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaﬂman hayati; dan

c. Seksi Penaatan Llvilsrsen oo D o 1o
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Pasal 15

(1) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Konservasi Sumber Daya Alam dalam merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan usaha-usaha pemulihan

kualitas lingkungan serta penyebarluasan informasi dan teknologi
lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa{da ayat (1), Seksi
Pemulihan Kualitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan;
b. penyebarluasan informasi dan teknologi lingkungan;

C. penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan pemulihan

kualitas lingkungan serta penyebarluasan informasi dan teknologi
lingkungan,;

d. pelaksanaan upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan;
€. pencarian berbagai alternatif teknologi pemulihan kualitas lingkungan;

f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
pemulihan kualitas lingkungan; ‘

g. pelaksanaan pengelolaan kualitas air skala daerah;
h. penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air skala daerah;

i. pelaksanaan mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air skala daerah; |

J- pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan peran
serta masyarakat dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan dan
menjaga kelestarian lingkungan hidup;

k. pelaksanaan mengumpulkan, mengolah darjl menyajikan
data/informasi berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan
lingkungan;

. pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan informasi dan teknologi
lingkungan;

m.pengkoordinasian pelaksanaan reklamasi dan pemulih.i.»m lahan;

n. pelaksanaan pengendalian akibat perubahan iklim;

0. pengoordinasian pelaksanaan adipura dan kota sehat;

p. pelaksanaan pengembangan manajemen sistem informasi dalam

penilaian sekolah adiwiyata;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemulihan
kualitas lingkungan; :

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

i
r. pelaksanaan penetapan kriteria baku kerusakan livlrkungan hidup
s. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lain dalam rancka
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u. pelaksanaan inventarisir dan mengumpulkan serta mengolah data
kerusakan lingkungan;

V.pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

w.pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; dan

X. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai per:ﬁxran perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasa

Pasal 16

(1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dalam
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan konservasi tanah dan air serta pelaksanaan perlindungan
dan pelestarian Keanekaragaman hayati;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi, pengkajian, pengawasan dan pengendalian
konservasi tanah dan air serta pelaksanaan inventarisasi, pengkajian,
pengawasan dan pengendalian keanekaragaman hayati;

b. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian kawasan lindung dan

kawasan konservasi serta pelaksanaan perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman hayati.

C. penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan konservasi
tanah dan air serta pelaksanaan inventarisasi, pengkajian, pengawasan
dan pengendalian keanekaragaman hayati;

d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi serta kajian potensi
kerusakan dan permasalahan lingkungan yang meliputi tanah dan air;

e. pelaksanaan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan
pengendalian kerusakan sumber-sumber air;

f. pelaksanaan rehabilitasi kerusakan tanah serta peléstarian sumber
mata air dan daerah tangkapan air;

g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan
pemanfaatan/eksploitasi tanah dan air;

h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam upaya perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan tanah dan air; |

i. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, kajian = potensi dan
permasalahan flora dan fauna; |

J- pelaksanaan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman hayati; ?
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m. pelaksanaan penyelesaian konflik dengan pemanfaatan
keanekaragaman hayati;
n. pelaksanaan rehabilitasi terhadap kerusakan keane aragaman hayati;

0. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi
keanekaragaman hayati;

p- pelaksanaan pengembangan sistem informasij dan pengelolaan
database keanekaragaman hayati;

q. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitr.lslan dengan wunit
kerja/instansi/ lembaga atau pihak terkait dalam raﬁgka perlindungan
dan pelestarian keanekaragaman hayati; |

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaafa tugas kegiatan
konservasi tanah dan air; ‘

S. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaaﬁ tugas kegiatan
perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati;

t. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkaitan
dengan konservasi tanah dan air;

u. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 17

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)} huruf ¢, mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dalam

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi  dan melaporkan

pelaksanaan tugas penaatan hukum dan Pengembangan Kapasitas

kelembagaan dibidang lingkungan hidup. |
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan,

menyelenggarakan fungsi: ‘

a. pelaksariaan pelayanan pengaduan sengketa lingkungan hidup serta
pelayanan pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup;

b. pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum dj bidang
penaatan hukum dan pengembangan kelembagaan lingkungan hidup;

C. pelaksanaan pelayanan standar minimal;

d. pengembangan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

€. penyusunan program kerja penaatan hukum sesuai ketentuan yang
berlaku;

f. pembagian tugas kepada bawahan sesuaj jabatannya agar semua
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

& pengembangan dan  melaksanakan kebijakan mengenai cara
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan
hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup skala kabupaten /kota;

h. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama terhad%lp masyarakat
pemerhati lingkungan hidup; f

i. pelaksanaan penerapan paksaan pemerintah ata? uang paksa
terhadap pelaksanaan penanooiilamane .. o ual o
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pengembangan sistem informasij lingkungan;

k. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan dibidang lingkungan
hidup;

1. pelaksanaan pelayanan pengaduan sengketa lingkungan hidup;

. pelaksanaan penegakkan hukum lingkungan skala kabupaten/kota;

- pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan secara perodik;

- Pényusunan program pelatihan pendidikan dan pembinaan di bidang
lingkungan hidup;

- bengembangan dan pelaksanaan kebijakan mengenai cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup skala kabupaten /kota,

q. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama terhadap masyarakat
pemerhati lingkungan hidup.

© B B

o

t. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan di
bidang penegakan hukum lingkungan;

u. pelaksanaan koordinasj dengan satuan kerja dalam rangka

memperoleh dan pemberian informasi serta pelayanan penanganan
sengketa lingkungan;

v. pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan secara
perodik;

fungsinya; dan

X. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kebersihan

Pasal 18

1) Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui  Sekretaris, mempunyai  tugas melaksanakan urusan
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a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kebersihan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah bidang
Kebersihan;

C. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kebersihan;

d.pembinaan dan pengendalian  program dan kegiatan Bidang
Kebersihan: dan

€. penyusunan rencana dan program kerja bidang kebersihan;

f. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis/operasional
dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana persampahan;

g pérumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam rangka
pengelolaan penerimaan retribusi persampahan /kebersihan;

| h. perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dalam rangka
penanggulangan persampahan dan tinja; |

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang
kebersihan;

J. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampéim laporan, hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 19
(1) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 18 dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
b. Seksi Pengelolaan Retribusi; dan
C. Seksi Penanggulangan Sampah dan Tinja.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat} (1) dipimpin oleh
Seorang Kepala Seksi yang berada dj bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Kebersihan.

Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membanty Kepala Bidang
Kebersihan dalam mengelola dan melaksanakan penyia}pan sarana dan
| prasarana operasional persampahan:;

| . . | y
 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
. Sarana dan Prasarana Persampahan menyelenggarakan fungsi:

|
} &. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana
| Persampahan;

b. pelaksanaan kebiiakan telrmic dee oo o .



-19-

€. pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan dan pengadaan sarana
dan prasarana persampahan;

f. pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan Ppems

kaian sarana dan
prasarana operasional persampahan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelal

ksanaan tugas di
bidang sarana dan prasarana;

h. pemberian saran dan pertimbangan sertg penyamp:
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan
fungsinya; dan

aian laporan, hasil
bidang tugas dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 21

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Sarana dan Prasarana Persampahan menyelenggrakan ungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Retribusi;

b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis dalam rangka pengelolaan data potensi penerimaan retribusi
persampahan;

C. pelaksanaan penetapan target dan tarif retribusij serta menerbitkan
surat ketetapan yang diperlukan;

d. penyiapan administrasi serta pelaksanaan pemun
tunggakan serta proses administrasi lainnya;

e. pelaksanaan pencatatan, pembukuan, serta penjfetoran realisasi

penerimaan kepada bendahara penerimaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

gutan, penagihan

f. pelaksanaan pényusunan dan penyampaian laporan realisasi
penerimaan retribusi secara berkala;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pclakjanaan tugas di
bidang pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan;

fungsinya; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan

undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan. }

perundang-

Pasal 22

Seksi Penanggulangan Sampah dan Tinja sebagaimana dimaksud dalam
Pacal 1Q asret+ 1) oo o R



a]am ]
Pe aksan ¢
Nang lang,,, s pa;;ga Sehagaim, 51 .
a pCI] S an T]nja me el ud
Sam I Cncana ggarakan
bah q tinjg Program °Da  seks;
an
penanggulangan S h alejaé‘;;fz kebyakan te
Jadwa] o Pédomay 4, @ia carg o0
erts — Tja, H]elaksa_nak bsensi 3310118_1 b
e akulk Pengawasan terhadap k bersﬂf;rrxslin
) 241 program, dan
g
p Oyelenggy,.
o Pelaksang
an tinja da) upaten BungO ot Pehanggy] &an Sampah
. Delaksan an . i Nyusunan

g pelaksanaan
bldang penanggulangan Sampgh

BAB 111
TATA KERJA

Pasal 23
(1) Kepala Dinas beserta semua Pimpinan unijt Organisasi dj bawahnya
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip
koofdinasi, integfasi, dan Sinkronigag; Serta bekerja sama dalam lingkup
i i a masing-

(2) Untuk mendukung keléncaran koordinas;i pelaksanaan tugas dan
kegiatan sebagaimang dimaksud dalam ayat (1), disele‘nggarakjn sistem
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e Pasal 25
epala Dinas bertanggung j .

il . jawab memimpin dan mengkoordinasi
seluruh pimpinan unit organisasi bawahpannya d:;;rnangk(ﬁgﬁliiikkaanﬁ

bimbingan serta arahan
Dinas. guna terlaksananya tugas dan fungsi Kepala

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di bawah Kepala Dinas bertanggung

Wﬁ | mcmlmfm d&ﬂ mCHgKOOI’diﬁ&SlKaH bawahannya masing-masing

A

dengan méM |

bawahannya. \

(1) Kepala Dinas wajib meneliti, jnomgerghsiden melall\.\kQﬂ perlaisan
hagaimana MESERF= . = Y&
sseﬂgal - it QEEanisast d'1 bawah Kepala. Mﬁb meneliti,
(2) nfe I?g% Eéksip s | kan perbaikan scbagaimana mestinya atas hasil
kerja bawabatr e
e juk i hasil pelaksanaan tugas dan
gan petunjuk, pengajuan il p g
3) gzlrggg % 13%01.-&3 dilakukan secara berjenjang yang dapat dilakukan
cecara tertulis atau lisan. . .
(4) Setiap dokumen dan atau naskah dinas, sebelum ditandatangamni oleh

Kepala Dinas atau pimpinan unit organisasi sesuai kew enangannya wajib
diberi paraf terl bih dahulu oleh bawahannya.
(5) Pemberian par f sebagaimana dimaksud pada ayat 4) dilaksanakan

sesuai peraturan pemndgng-undangan.

i Pasal 27

(1) Pelaksanaan tugas dan‘ fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap pimpinan unit
organisasi; !

(2) Dalam rangka pelaksan‘ an tugas dan fungsinya, setiap pimpinan unit
organisasi terendah waij menjabarkan dan mengatur pembagian tugas
teknis dan operasional kepada bawahannya secara proporsional dengan
memperhatikan kompe ensi, bentuk, jenis dan beban pekerjaan yang
dilakukan; |

(3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

-

secara formal dan material menjadi tanggung ja ab pimpinan unit

organisasi terendah, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/

atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab pribadi
yang bersangkutan;

(4) Dalam hal bawahan dari pimpinan unit organisasi terendah berhalangan

R e wm abhinooa tidalk dapat meloksanalcan
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Kepala Dinas dari bawahannya masing-masing, diteliti dan ditelaah
untuk dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya, serta dalam
rangka pemberian petunjuk kepada bawahannya masi g-masing.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan atau berada di luar daerah lebih
dari 7 (tujuh) hari kerja, maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari
Kepala Dinas yang bersifat rutinitas di limpahkan lFepada Sekretaris
sebelum Kepala Dinas berangkat keluar daerah. |

(2) Dalam hal Kepala Dinas dan sekretaris secara bersamaan berhalangan
atau berada di luar daerah maka pelimpahan wewenang mewakili
diberikan kepada Kepala Bidang yang senior.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit or?nisasi di bawah

(3) Dalam hal pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2} Pasal ini, untuk hal-hal yang prinsipil yaitu politik, keuangan
dan kepegawaian tetap ditangani langsung oleh Kepala Dinas, kecuali
atas perintah langsung dari Bupati.

(4) Terhadap hal-hal yang sifatnya sangat mendesak agar dilaporkan kepada
Bupati dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah kembali

berada ditempat. |

(5) Setiap pimpinan unit organisasi dibawah Kepala Dinag wajib mematuhi
petunjuk dan arahan Sekretaris atay kepala Bidang sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30 |
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan struktural, Sekretaris atau setiag
pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dar
fungsi jabatan kosong di bawahnya sampai dengan ditunjuknya pejaba
yang definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal
memungkinkan untuk dirangkap dikarenakan pertimbangan beban kerj:
atau alasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangarn
maka demi kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas dapat ditunju’
Pelaksana Tugas dengan memperhatikan ketentuan peratura:
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 31

(1) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerluka
penyelesaian secara cepat, Kepala Badan atau setiap pimpinan un
organisasi dapat langsung menugaskan bawahannya untuk membant

penyelesaian suatu tugas yang bukan merupakan tugas dan fungsi yar
bersangkutan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bs
personil di bawah pimpinan unit organisasi terendah.

Pasal 32

(1) Peniabaran 119oiem f1ac 3o £5e e
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a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran
(output);

b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi;
C. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.

(2) Untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), Sekretaris Dinas
menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama, dan hasilnya
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap
unit organisasi, maka segala ketentuan yang termuat dan Peraturan Bupati
ini disesuaikan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
|

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
Nomor 47 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2011 Nomor 279) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan ﬁi Muara Bungo
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